




Penet-apan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada) juncto Putusan 
Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 [Bukti P-7] 

selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan 
suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah 
Konstitusi". 

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Galon Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan Galon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun
2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 (Objek Permohonan).

3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Galon Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK
3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP
Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 dalam Pemilihan Galon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Galon Bupati dan Wakil Bupati/Galon
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah diumumkan pada
tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, sehingga 3 (tiga) hari kerja
jatuh pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23.59 WITA Selanjutnya,
Permohonan pertama kali diajukan secara luring (offline) pada tanggal 04
Desember 2024 pukul 15:07 WIB/16:07 WITA berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (e­
AP3). [Bukti P-8]

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada juncto Pasal 15 ayat
(1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang
diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka
waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat
06 Desember 2024, Pukul 23.59 WIB.
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4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan atas Permohonan ini
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan
permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ill. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, Mahkamah telah
menetapkan "dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon", maka
pemantau pemilihan berhak menjadi pemohon dalam perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).

2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru (Pemilukada Kota
Banjarbaru) awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan
Galon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Pasion Nomor 1 atas
nama Lisa Halaby-Wartono (Pasion Nomor 1) dan Pasangan Nomor Urut 2
atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (Pasion Nomor 2).
Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan
pencalonan Pasion Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru
Nomor 124 Tahun 2024. [Bukti P-9] Akibat pembatalan paslon tersebut,
maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal in casu Pasion
Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Dengan kondisi tersebut,
terbuka peluang bagi pemantau pemilihan untuk menjadi pemohon
dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.

3. Bahwa Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan Tahun 2024 yang telah
memiliki sertifikat dengan Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU­
KALSEL/Xl/2024 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai informasi, Pemohon (Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan
Selatan) merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan
Yayasan Visi Nusantara Maju berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan
Visi Nusantara Maju Nomor: 108.C/SK.Y-Vinus/09/2023. [vide Bukti P-2
dan Bukti P-3]

4. Bahwa sebagai pemantau pemilihan tingkat provmsI yang mengawasi
jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemohon juga dapat
melakukan pemantauan pemilihan tingkat daerah, dalam hal ini pemilihan
walikota dan wakil walikota serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

5. Bahwa mengingat telah terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius
yang dilakukan oleh T ermohon dengan menghilangkan hak pilih warga
dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka sudah menjadi tanggung jawab
moral bagi Pemohon untuk turut serta memperjuangkan hak-hak warga Kota
Banjarbaru melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
Pemohon jabarkan dalam bagian Pokok Permohonan.

6. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of the constution mampu secara progresif memeriksa dan
menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam
penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana putusan-putusan berikut:
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11 Bahwa sungguh di luar batas nalar, Termohon menerapkan Keputusan 
KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara 
paslon terdiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru yang hanya 
diikuti oleh calon tunggal, Pasion Nomor 1. Bagaimana mungkin 
penyelenggara pemilihan, tidak memahami regulasi dari instansinya sendiri. 

12. Bahwa jika Termohon dan KPU RI berdalih "tidak sempat lagi mencetak
surat suara kolom kosong karena saat Pasion Nomor 2 didiskualifikasi, 
kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 
2024)" [Bukti P-20], maka Termohon mengorbankan hak puluhan ribu 
pemilih dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, untuk sekadar alasan teknis 
administratif.

Sumber: https//www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-

kpu­soal-surat •suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong 

13. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon, ketentuan tentang batas waktu 

cetak surat suara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan 
perundang­undangan berikut:
a. UU Pemilukada,
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, 
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota (PKPU 12/2024); [Bukti P-21) dan

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang 
Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis 
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, 
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1369/2024). [Bukti P-22)

Artinya, jika batas waktu pencetakan surat suara tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat 
menggunakan alasan "pembenaran" berupa "tidak sempat mencetak" 
untuk menyimpangi mekanisme pemilihan calon tunggal melawan 
kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru. 

14. Bahwa kalaupun tidak sempat mencetak suara, sudah menjadi kewajiban 
T ermohon untuk mencari cara dan jalan keluar agar suara suara-suara para 
pemilih tidak terbuang begitu saja dengan menjadi tidak sah. Cara dan jalan 
keluar yang paling memungkinkan adalah suara-suara tidak sah akibat 
memilih Pasion Nomor 2 dianggap sebagai suara dari kolom kosong, 
sebagaimana aturan terkait pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom 
kosong.

15. Bahwa Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, akibat perbuatan Termohon yang 
melanggar sistem pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong dalam 
Pemilukada Kata Banjarbaru, begitu banyak suara pemilih yang menjadi 
tidak sah. Berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kata
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Banjarbaru berdasarkan Serita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [Bukti P-23], 
ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut: 

No. 
Nama Pasangan Calon Jumlah 

Urut 

1 Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono 36.135 (31,5%) 

2 
H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Ors.

0 (0%) 
H. Said Abdullah, M.Si.

Total Suara Sah 36.135 (31,5%) 

Total Suara Tidak Sah 78.736 (68,5%) 

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni: 
a. semua suara sah dikonversi menjadi suara Pasion Nomor 1;
b. suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma

lima persen dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima
persen);

c. Di antara 78. 736 suara tidak sah tidak tertutup kemungkinan adanya
suara pemilih yang mencoblos kolom Pasion Nomor 2 yang
seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai
konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal;
dan

16. Bahwa kalaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar
Pasion Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Pasion
Nomor 1. Karena, lagi-lagi, seharusnya Pemilukada Kota Banjarbaru
dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong.

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Termohon telah
melanggar ketentuan Pasal 54C ayat ( 1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada
juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan
Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai
lawan dari calon tunggal (Pasion Nomor 1). Atas dasar itu, sangat layak
dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

B. TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (RIGHT TO VOTE) WARGA
KOTA BANJARBARU

18. Bahwa seharusnya Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di samping
adanya jaminan bahwa Pemilukada yang merupakan wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI 1945 juga
mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah
harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya
jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk
memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk
memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be voted).
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19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan
kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar
ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada juncto
Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak
sah yang mencapai 78. 736 (68,5%) dari total pengguna hak pilih, sejatinya
Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah
kepada Pasion Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Pasion Nomor 1,
maka suara pemilih dinilai tidak sah.

20. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, suara tidak sah tersebut
memang belum tentu terkait dengan maksud untuk suara kolom kosong.
Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, in casu
Pasion Nomor 1 dan Pasion Nomor 2, sehingga surat suara menjadi tidak
sah. Jikalaupun hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap
diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota
Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme kolom kosong adalah
wajib dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon saja.

21. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan mekanisme calon
tunggal melawan kolom kosong di atas bertentangan dengan sejumlah
putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya melarang pemilihan
umum dimenangkan secara aklamasi oleh calon tunggal, yakni sebagai
berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-Xlll/2015 [Bukti P-
24], yang secara substansi jika adanya Pemilukada calon tunggal
maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk "setuju
atau tidak setuju" terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka 
pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih 
banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian 
pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak 
berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan 
konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan 
penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut. 

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis 
dibandingkan dengan menyatakan "menang secara aklamasi" tanpa 
meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. 
Penekanan terhadap sifat "demokratis" ini menjadi substansial karena 
merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 
1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional 
warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat 
agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat 
diwujudkan. 

"Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu 
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan 
dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk 
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menyatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dalam surat suara yang 
didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) 
untuk menyatakan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dimaksud. 
Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak maka pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan 
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan 
apabila pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbanyak maka 
pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak 
berikutnya". 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVll/2019
[Bukti P-25)

Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota 
dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) 
UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan 
menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 
satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong 
yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 
menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan 
cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 
1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih 
dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos 
pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. 
Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa 
kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan 
pasangan calon tetapi merupakan "tempat" bagi pemilih untuk 
menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya 
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal 
diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan 
mencoblos kolom kosong tersebut. 

c. Putusan Nomor 126/PUU-XXll/2024 [Bukti P-26) yang menegaskan
kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVll/2019 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-Xlll/2015.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak
menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru merupakan
bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa
hak memilih (right to vote). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan
pembatalan terhadap Objek Permohonan.
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36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) UU 
Pemilukada yang berbunyi: 

Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada 
"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan ca/on 
terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan ca/on sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa/ 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% 
(lima puluh persen) dari suara sah." 

28. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang
kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen),
maka seharusnya Pemilukada dilaksanakan pada tahun berikutnya
sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada,
sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada 
"(2) Jika perolehan suara pasangan ca/on kurang dari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), pasangan ca/on yang kalah dalam Pemilihan 
boleh menca/onkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. 

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang
kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan."

29. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru
wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal
melawan kolom kosong sesuati Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2)
dengan rincian sebagai berikut:

No 

1 

Nama Pasangan Calon 

Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono 

(Pasangan Caton Nomor Urut 1) 

2 Kolom Kosong 

Total Suara Sah 

Jumlah 

36.135 suara 

78. 736 suara

114.871 suara
-

30. Bahwa konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Pasion Nomor 1
mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya. Bagi
Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis dan
tentu dapat menghemat anggaran. Hal ini dikarenakan jika dilakukan
Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme Pasion Nomor 1 melawan
kolom kosong dan ternyata masih dimenangkan kolom kosong, maka akan
membuang-buang anggaran. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis
jika langsung ditetapkan kolom kosong sebagai pemenang.

31. Bahwa jikapun argumentasi/posita memenangkan kolom kosong tidak bisa
dikabulkan, maka melakukan Pemungutan Suara Ulang se-Kota
Banjarbaru tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak konstitusi
warga negara, in casu para pemilih, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru
secara de facto belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal
melawan kolom kosong.
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32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah
Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Banjarbaru T ahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember
2024 yang pukul 22:00 WITA.

33. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh
Termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum,
serta bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan­
putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka
pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada
tahun berikutnya ATAU PSU antara Pasion Nomor 1 melawan kolom
kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan
oleh Termohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan 
sebagai berikut: 

1. Mengabulk;:m Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191
Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember
2024 pukul 22:00 WIT A

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024,
yang benar sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Jumlah 

1 
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono 

36.135 suara 
(Pasangan Ca Ion Nomor Urut 1) 

2 Kolom Kosong 78. 736 suara

Total Suara Sah 114.871 suara 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
melaksanakan putusan ini.

Halaman 20 dari 22 



ATAU 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191
Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember
2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh
Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan
Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
melaksanakan putusan ini.

ATAU 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­
adilnya (ex aequo et bona); 

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan 
dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. 

Halaman 21 dari 22




